
 

DISEMINASI INFORMASI PUBLIK MELALUI INSTAGRAM OLEH 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

(DISKOMINFOTIK) PROVINSI LAMPUNG 

 

 

(Skripsi) 

 

 

Oleh 

RIRIN ALFIYANI 

NPM. 2216041096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULITAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2026 



 

ABSTRAK 

DISEMINASI INFORMASI PUBLIK MELALUI INSTAGRAM OLEH 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

(DISKOMINFOTIK) PROVINSI LAMPUNG 

 

 

Oleh 

RIRIN ALFIYANI 

 

Transformasi digital mendorong perubahan komunikasi pemerintahan menuju 

model government-to-citizen (G2C) yang lebih langsung dan interaktif, dengan 

Instagram sebagai media strategis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis diseminasi informasi publik oleh Diskominfotik Provinsi Lampung 

melalui empat akun resmi, yaitu @diskominfotik.lampung, @lampungprovgoid, 

@humas.lampung, dan @siardata.lampung, menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan kerangka Social-Media-Based Government (SMBG) yang 

mencakup sharing, transparency, openness, dan collaboration. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa diseminasi informasi publik telah berjalan aktif dan 

terstruktur. Aspek sharing terlihat dari intensitas unggahan yang tinggi dan 

konsisten dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Aspek 

transparency tercermin melalui penyajian informasi program, kegiatan, dan capaian 

kinerja yang relatif jelas dan sistematis. Pada aspek collaboration ditemukan 

adanya koordinasi dan sinergi dengan OPD, media lokal, komunitas digital, serta 

akun pemerintah lainnya dalam mendukung distribusi informasi publik, meskipun 

masih terbatas pada tingkat operasional. Sementara itu, aspek openness masih perlu 

diperkuat, terutama dalam konsistensi respons terhadap interaksi publik dan 

penyampaian informasi pengaduan. Dalam perbandingan antar akun, 

@humas.lampung dinilai paling sesuai dengan konsep SMBG karena mampu 

mengintegrasikan penyebaran informasi, keterbukaan komunikasi, dan keterlibatan 

publik melalui respons yang aktif serta tingkat engagement yang tinggi. Secara 

keseluruhan, implementasi SMBG telah berjalan cukup baik, namun masih 

memerlukan penguatan pada aspek openness dan collaboration. 

Kata Kunci: Diseminasi Informasi, Instagram, Social-Media-Based Government, 

Diskominfotik Provinsi Lampung. 



 

ABSTRACT 

PUBLIC INFORMATION DISSEMINATION VIA INSTAGRAM BY THE 

DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS, AND 

STATISTICS (DISKOMINFOTIK) OF LAMPUNG PROVINCE 

 

 

By 

RIRIN ALFIYANI 

 

Digital transformation has shifted government communication toward a more 

direct and interactive government-to-citizen (G2C) model, with Instagram 

emerging as a strategic platform in Indonesia. This study aims to analyze the 

dissemination of public information by the Lampung Provincial Communication, 

Informatics, and Statistics Office (Diskominfotik) through four official Instagram 

accounts: @diskominfotik.lampung, @lampungprovgoid, @humas.lampung, and 

@siardata.lampung. The study employed a descriptive qualitative approach using 

the Social-Media-Based Government (SMBG) framework, which consists of 

sharing, transparency, openness, and collaboration. The findings indicate that 

public information dissemination has been conducted actively and systematically. 

The sharing aspect is reflected in the high and consistent frequency of information 

dissemination. The transparency aspect is demonstrated through the clear and 

systematic presentation of government programs, activities, and performance 

achievements. In terms of collaboration, coordination and synergy were identified 

among government agencies, local media, digital communities, and other 

government accounts to support information distribution, although such 

collaboration remains operational in nature. Meanwhile, the openness aspect still 

requires improvement, particularly in maintaining consistent responses to public 

interactions and disseminating complaint-related information. Among the four 

accounts, @humas.lampung was found to best represent the SMBG concept due to 

its active responsiveness and high public engagement. Overall, SMBG 

implementation has been fairly effective but still requires improvements in openness 

and collaboration. 

 

Keywords: Information Dissemination, Instagram, Social-Media-Based 

Government, Diskominfotik Lampung Province. 
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“Tunjukilah kami jalan yang lurus.” 

(Q.S. Al-Fatihah: 6) 

 

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up 

and moving into new chapters of your life is about catch and release.” 

(Taylor Swift) 

 

“This is exhilarating” 

(Ishigami Senku - Dr. Stone) 
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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transformasi digital telah secara signifikan mengubah cara manusia dalam 

mengakses informasi, kini media sosial membuka ruang komunikasi government-

to-citizen (G2C) yang memungkinkan pemerintah menjangkau masyarakat secara 

langsung tanpa perantara media konvensional (Alenzi and Miskon, 2024). Hal ini 

tentu memberi kemudahan bagi suatu organisasi atau badan publik dalam 

menyebarkan informasi yang ingin disampaikan kepada publik (Wulur dan 

Mulyanti, 2023).  

Berdasarkan Laporan Digital 2024 Global Overview Report oleh We Are Social dan 

DataReportal, Indonesia bahkan menempati posisi keempat sebagai negara dengan 

pengguna Instagram terbanyak di dunia. 

Tabel 1. Data 20 besar pengguna Instagram terbanyak global tahun 2024 

Peringkat Negara Jumlah Pengguna  

1 India 362.900.000 

2 Amerika Serikat 169.650.000 

3 Brasil 134.600.000 

4 Indonesia 100.900.000 

5 Turki 57.100.000 

6 Jepang 55.450.000 

7 Meksiko 44.850.000 

8 Inggris 33.100.000 

9 Jerman 30.350.000 

10 Argentina 27.000.000 

11 Italia 25.900.000 

12 Prancis 24.300.000 

13 Spanyol 23.950.000 

14 Korea Selatan 3.400.000 

15 Filipina 21.350.000 
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16 Kolombia 20.050.000 

17 Kanada 19.250.000 

18 Thailand 18.750.000 

19 Irak 18.250.000 

20 Mesir 18.150.000 

Sumber: datareportal.com, 2024 

Selanjutnya, berdasarkan pada Laporan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet 

Indonesia (APJII) mencatat bahwa penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 

mencapai 79,5% dari total populasi, dengan jumlah pengguna internet sebanyak 

221.563.479 orang dari populasi 278.696.200 jiwa. Dari jumlah tersebut, pengguna 

media sosial didominasi oleh beberapa platform utama, yaitu: 

Tabel 2. Dominasi jumlah pengguna media sosial di Indonesia tahun 2024 

No Media Sosial Jumlah Pengguna di Indonesia (2024) 

1 YouTube 139 Juta 

2 Facebook 126,8 Juta 

3 TikTok 117,6 Juta 

4 Instagram 100,9 Juta 

5 X/Twitter 24 Juta 

Sumber: datareportal.com, 2024 

Di antara platform pada Tabel 1, Instagram menempati posisi penting sebagai kanal 

visual dengan tingkat keterlibatan (engagement) tinggi dengan potensi jangkauan 

iklan Instagram di Indonesia mencapai 36,2% dari total populasi dan 54,5% dari 

seluruh pengguna internet, menjadikannya salah satu kanal paling strategis untuk 

komunikasi digital pemerintah maupun organisasi. Posisi ini semakin relevan 

dalam penerapan prinsip good governance yang menekankan transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi (Nova dan Dompak, 2024). Platform 

ini memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi secara cepat, menjangkau 

khalayak luas, serta membuka komunikasi dua arah antara pemerintah dan 

masyarakat yang sebelumnya sulit dicapai lewat media konvensional (Kusuma, 

dkk., 2021). Interaksi melalui komentar, siaran  langsung, dan unggahan visual 

memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat serta mendorong partisipasi 

inklusif. Pemanfaatan Instagram juga merupakan implementasi Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan 

kewajiban negara menjamin hak warga memperoleh informasi terkait kebijakan, 

keputusan, dan program publik (Azizah, 2023). 
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Diseminasi informasi menjadi elemen kunci agar kebijakan dan program dapat 

dipahami masyarakat. Dalam era digital, proses ini bertransformasi dari media 

klasik menuju platform interaktif dan real-time seperti Instagram. Dengan 

popularitasnya, Instagram memungkinkan penyampaian informasi visual yang 

menarik sekaligus membuka ruang partisipasi publik. Hal ini menjadikan 

diseminasi bukan sekadar komunikasi, tetapi strategi membangun kepercayaan, 

legitimasi kebijakan, dan pemerintahan yang inklusif. Maryanti, dkk. (2022) 

menekankan bahwa diseminasi informasi perlu didukung teknologi agar akses lebih 

cepat, efisien, luas, real-time, dan interaktif. Efektivitasnya bergantung pada 

penyaringan, verifikasi, serta penyajian konten sesuai kebutuhan audiens, karena 

tanpa pengelolaan yang tepat risiko misinformasi dapat menurunkan kepercayaan 

publik. 

Dalam konteks pemerintahan, diseminasi informasi publik memiliki peran penting 

karena masyarakat berhak mengetahui kebijakan, program, dan keputusan yang 

diambil oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi dalam proses ini bukan sekadar 

alat bantu, melainkan bagian integral dari strategi untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Meutia 

(2017:12) menyatakan bahwa administrasi publik tidak pernah dapat melepaskan 

diri dari dampak perkembangan lingkungan, khususnya yang diakibatkan oleh 

kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, administrasi publik dituntut 

untuk terus menyesuaikan diri dan mereformasi penyelenggaraannya agar tetap 

sejalan dengan perubahan lingkungan serta tuntutan good governance. Dengan 

pengelolaan informasi yang tepat dan dukungan teknologi yang memadai, 

diseminasi dapat berjalan efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap 

kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

pemerintah. 

Di tingkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) 

Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam pengelolaan diseminasi 

informasi. Landasan hukumnya dimulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam hal penyampaian informasi 
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kepada publik. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

bagian dari pelaksanaan diseminasi informasi. Pada lingkup daerah, Peraturan 

Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah menetapkan tugas Diskominfotik dalam merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan diseminasi informasi di tingkat provinsi. Sementara itu, 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan 

Informasi Publik memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan 

layanan informasi yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Keseluruhan regulasi ini menjadi fondasi kuat bagi Diskominfotik untuk 

menjalankan diseminasi informasi publik secara optimal, transparan, dan 

bertanggung jawab. 

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Provinsi Lampung 2025–2029, 

diseminasi informasi digital melalui media sosial ditetapkan sebagai instrumen 

utama untuk menjangkau masyarakat umum sebagai penerima manfaat layanan 

informasi publik. Dalam Sub Bab 2.1.4 menegaskan bahwa media sosial, bersama 

kanal lain seperti website resmi, aplikasi layanan publik, dan PPID, digunakan 

untuk menyebarkan informasi secara terbuka dan mudah diakses. Sejalan dengan 

hal tersebut, saat ini Diskominfotik Provinsi Lampung mengelola empat akun 

Instagram resmi yang masing-masing memiliki karakteristik dan fokus informasi 

yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan segmentasi audiensnya.  

Tabel 3. Data akun Instagram yang dikelola Diskominfotik Provinsi Lampung 

Media Sosial Jumlah Pengikut Jumlah Postingan Mulai Aktif 

(Tahun) 

@diskominfotik.lampung 7.981 Pengikut 10.100 Postingan 2020 

@lampungrovgoid 8.381 Pengikut 1.106 Postingan 2025 

@siardata.lampung 3.294 Pengikut 371 Postingan 2022 

@humas.lampung 3.101 Pengikut 293 Postingan 2024 

Sumber: Diskominfotik Provinsi Lampung, 2025 

Berdasarkan pada keempat akun Instagram yang dikelola oleh Diskominfotik 

Provinsi Lampung diatas, masing-masing memiliki fokus dan sajian konten yang 
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berbeda-beda. Seperti, pada akun @diskominfotik.lampung yang berperan sebagai 

akun utama menyajikan informasi umum dari berbagai sektor. Akun ini juga 

menjadi wadah kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga kontennya bersifat lintas instansi dan 

mencakup beragam topik. Kemudian, akun @lampungprovgoid merupakan akun 

yang secara khusus menampilkan kegiatan-kegiatan resmi Pemerintah Provinsi 

Lampung. Mulai dari agenda pimpinan daerah, pelaksanaan program kerja, hingga 

dokumentasi acara pemerintahan, semuanya disajikan secara informatif dan aktual. 

Selanjutnya, akun @siardata menyajikan informasi berbasis data yang telah diolah 

dan dikemas dalam bentuk infografis. Akun ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang mudah dan visual mengenai statistik pembangunan, capaian 

kinerja, serta indikator daerah lainnya. Lalu terakhir, Akun @humas.lampung 

difokuskan pada konten berbentuk reels yang menampilkan informasi umum dalam 

format video singkat. Konten yang diunggah biasanya mencakup kegiatan 

pemerintahan, pengumuman resmi, serta layanan publik, dengan tujuan 

menyampaikan informasi secara cepat, menarik, dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. 

Meski memiliki sejumlah kelebihan, Diskominfotik Provinsi Lampung masih 

menghadapi kendala dalam diseminasi informasi melalui akun Instagram, terutama 

terkait rendahnya keterlibatan audiens yang tercermin dari minimnya interaksi 

pengikut. Dalam rapat mengenai Optimalisasi Pengelolaan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Media Sosial Perangkat Daerah, sekaligus 

Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2025 yang dipimpin oleh Kepala Diskominfotik 

Ganjar Jationo, terungkap bahwa pengelolaan media sosial perangkat daerah belum 

optimal, baik dari sisi kualitas konten, kecepatan respon, maupun standar 

pengukuran kinerja. Ganjar menekankan pentingnya konsistensi dalam penyajian 

informasi, sementara Statistisi Ahli Madya Yasir menegaskan empat variabel utama 

penentu akun teraktif, yaitu jumlah views (10%), frekuensi posting (20%), jumlah 

komentar (40%), dan jumlah likes (30%). Model otomatis berbasis variabel tersebut 

dirancang agar setiap postingan memiliki dampak dan nilai terukur secara kumulatif 

dalam satu bulan. Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap 
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media sosial perangkat daerah dapat dikelola secara lebih profesional, menyajikan 

informasi faktual, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. 

 

Gambar 1. Kesenjangan antara Engangement dengan Jumlah Pengikut 

Sumber: Instagram @diskominfotik.lampung, 2025 

 

Berdasarkan pada Gambar 1 dapat terlihat bahwa akun Instagram 

@diskominfotik.lampung sebagai akun utama Diskominfotik Provinsi Lampung 

dengan jumlah pengikut 7.981, hanya mendapat mendapat total 36 likes dalam satu 

kali postingan yang di unggah, dan ini tidak hanya berlaku pada postingan diatas 

saja mengenai rencana perbaikan jalan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi 

peneliti sudah melihat 5 postingan sebelumnya, dan menunjukkan bahwa 

engangement (likes, comment, dan share) tidak lebih dari 30 likes, 1 komentar dan 

1 kali share.  Hal serupa juga terjadi pada akun @lampungprovgoid dengan 8.381 

pengikut, hanya mendapat tidak lebih dari 20 likes, 2 komentar dan 1 kali share 

pada 5 postingan terakhir. Selanjutnya, untuk akun @humas.lampung dengan 

jumlah pengikut 3.101, hanya mendapat tidak lebih dari 150 like dalam 5 postingan 

terakhir. Meskipun pada akun @humas.lampung mendapatkan likes lebih tinggi 
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dibandingkan dua akun sebelumnya, jumlah likes tetap tidak melebihi ambang 30% 

sesuai kriteria yang dijelaskan Statistisi Ahli Madya Yasir yang berdasarkan total 

pengikut seharusnya jumlah likes mencapai 931 likes. Terakhir, untuk akun 

@siardata, dengan jumlah 3.294 pengikut, pada 5 postingan terakhir engangement 

cukup bervariasi, yaitu berkisar antara 20-400 likes tergantung isi dari tiap-tiap 

postingan. Ini menunjukkan bahwa, informasi yang disajikan juga memengaruhi 

jumlah engangement. 

Kesenjangan antara jumlah pengikut dengan tingkat engagement yang rendah pada 

akun media sosial resmi Diskominfotik Provinsi Lampung berpotensi menimbulkan 

sejumlah dampak negatif. Pertama, menurunnya efektivitas komunikasi publik, 

karena pesan pembangunan dan kebijakan yang disampaikan tidak menjangkau 

audiens secara optimal. Hal ini dapat membuat masyarakat kurang memahami 

program pemerintah, sehingga menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak 

transparan atau kurang responsif. Kedua, berkurangnya kepercayaan publik, sebab 

rendahnya interaksi menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam ruang 

digital yang seharusnya menjadi kanal keterbukaan informasi. Ketiga, melemahnya 

citra dan branding pemerintah daerah, karena akun resmi yang sepi interaksi dapat 

dianggap tidak relevan atau tidak menarik, terutama bagi generasi muda yang lebih 

aktif di media sosial. Keempat, terhambatnya evaluasi kebijakan berbasis sentimen 

publik, sebab engagement yang rendah membuat pemerintah kesulitan membaca 

aspirasi, kritik, maupun dukungan masyarakat secara akurat. Terakhir, jika kondisi 

ini terus berlanjut, maka media sosial OPD berisiko hanya menjadi sarana publikasi 

satu arah, bukan ruang interaktif yang mampu membangun dialog, kolaborasi, dan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 

Sejalan dengan berbagai kendala yang telah diuraikan, tantangan utama yang 

dihadapi Diskominfotik Provinsi Lampung dalam pengelolaan empat akun resmi 

media sosialnya terletak pada aspek internal organisasi. Pertama, keterbatasan 

sumber daya manusia (SDM), di mana jumlah admin yang mengelola akun masih 

sangat terbatas sehingga tidak mampu menjaga konsistensi produksi konten 

maupun merespon interaksi publik secara cepat. Kedua, prasarana pendukung 

seperti perangkat editing, akses internet, dan sistem analitik media sosial belum 

memadai untuk menunjang pengelolaan akun secara profesional. Ketiga, adanya 
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kebijakan efisiensi anggaran yang membuat alokasi dana untuk pengembangan 

konten kreatif dan pelatihan admin sering kali tidak menjadi prioritas, sehingga 

kualitas konten yang dihasilkan kurang menarik bagi audiens. Kombinasi kendala 

ini menyebabkan engagement pada akun resmi Diskominfotik tetap rendah 

meskipun jumlah pengikut relatif besar, sehingga media sosial pemerintah daerah 

belum optimal sebagai kanal keterbukaan informasi publik. 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Kartiwa (2025) mengenai penggunaan 

Instagram oleh Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung yang 

menunjukkan efektivitas Instagram dalam membangun komunikasi tanggap 

darurat, namun masih terbatas pada satu akun pelayanan dan belum mengkaji 

strategi pengelolaan diseminasi informasi lintas akun atau instansi. Selanjutnya, 

penelitian oleh Sri Maryanti, Neneng Komariah, dan Saleha Rodiah (2021) 

menekankan pentingnya peran PPID dalam penyebarluasan informasi sebagai 

bentuk keterbukaan publik yang sistematis dan mudah diakses untuk membangun 

kepercayaan masyarakat, namun belum secara spesifik membahas pemanfaatan 

media sosial seperti Instagram dalam penyebaran informasi publik. 

Dari kedua penelitian tersebut terlihat adanya kesenjangan karena belum secara 

mendalam membahas pengelolaan diseminasi informasi publik melalui Instagram 

oleh instansi pemerintah daerah, padahal tata kelola media sosial yang optimal 

diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat benar, jelas, dan sesuai 

kebutuhan. Instagram sebagai media visual dan interaktif memiliki potensi besar 

dalam mendukung komunikasi publik yang partisipatif, serta memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah di era digital. Pemanfaatan 

Instagram oleh Diskominfotik Provinsi Lampung menunjukkan komitmen 

mendekatkan pemerintah dengan publik melalui teknologi digital, namun masih 

menghadapi tantangan seperti kurangnya segmentasi audiens dan keterlibatan 

masyarakat yang belum maksimal. Temuan ini diharapkan menjadi acuan dalam 

meninjau kembali pelaksanaan diseminasi informasi sekaligus berkontribusi pada 

pengembangan tata kelola media sosial pemerintah yang lebih adaptif, transparan, 

dan partisipatif. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Diseminasi Informasi Publik Melalui Instagram oleh Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana diseminasi informasi publik melalui 

media sosial Instagram yang dilakukan oleh Diskominfotik Provinsi Lampung?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian 

yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana diseminasi informasi 

publik melalui Instagram yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan 

Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, khususnya dalam konteks 

penyampaian informasi kepada masyarakat secara digital. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian komunikasi 

digital pemerintahan dan keterbukaan informasi. Hasil penelitian ini memperkaya 

literatur akademik mengenai diseminasi informasi publik melalui media sosial, 

serta memperluas pemahaman tentang pemanfaatan platform digital khususnya 

Instagram dalam membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif antara 

pemerintah dan masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

peningkatan tata kelola informasi publik di lingkungan pemerintah daerah, 

khususnya Diskominfotik Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 

komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif. Selain itu, 

penelitian ini dapat membantu instansi pemerintah dalam memperkuat kapasitas 

pelayanan informasi berbasis digital, mendorong akuntabilitas penyelenggaraan 
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pemerintahan, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat 

melalui mekanisme komunikasi yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan 

publik. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan peran media sosial khususnya Instagram di sektor publik dalam 

diseminasi informasi publik. Berikut adalah ringkasan dari beberapa penelitian 

yang relevan. 

No Nama Penulis Judul dan 

Tahun 

Fokus Penelitian Hasil Penelitiaan 

1 Wafa Patria 

Umma dan 

Nyarwi Ahmad 

(Jurnal 

Komunikasi 

Nusantara,7(1), 

122-135.) 

Peran Media 

Sosial sebagai 

Medium untuk 

Memaksimalkan 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik di KPU 

Kabupaten 

Jombang (2025) 

Penelitian ini berfokus 

pada peran media 

sosial dalam 

memaksimalkan 

keterbukaan informasi 

publik di KPU 

Kabupaten Jombang 

dengan mengevaluasi 

strategi komunikasi 

publik KPU melalui 

media sosial secara 

interaktif dan 

partisipatif. 

Menggunakan metode 

kualitatif dengan 

analisis deskriptif dan 

studi kasus, fokus 

utama diarahkan pada 

penerapan prinsip 

budaya STOC 

(Sharing, 

Transparency, 

Openness, 

Collaboration) oleh 

Khan (2017) dan 

model Social Media 

Utilization oleh Khan 

(2013). 

 

Penelitian menunjukkan 

bahwa KPU Kabupaten 

Jombang telah 

menerapkan budaya 

Sharing, Transparency, 

dan Openness secara baik 

melalui media sosial, 

terutama dalam 

menyebarkan informasi 

pemilu secara aktif dan 

menarik. Namun, aspek 

Collaboration masih 

belum optimal, karena 

partisipasi publik terbatas 

pada respons dan 

komentar, belum pada 

pelayanan atau 

pengambilan keputusan. 

Pada fase Social 

Transaction, pemanfaatan 

media sosial sebagai 

layanan publik juga masih 

terbatas akibat struktur 

birokrasi yang hierarkis. 

Meski demikian, KPU 

Jombang sukses 

memperoleh penghargaan 

sebagai Badan Publik 

Informatif pada tahun 

2024. 
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2 Nur Azizah 

(Skripsi 

Universitas 

Islam Negeri 

Ar-Raniry 

Banda Aceh) 

Pengelolaan 

Media Sosial 

Instgram dalam 

Pelayanan 

Informasi Publik 

pada Dinas 

Perhubungan 

Provinsi Aceh 

(2023) 

Penelitian ini berfokus 

pada pengelolaan 

media sosial Instagram 

oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi 

Aceh dalam 

mendukung pelayanan 

informasi publik, yang 

kemudian dianalisis 

menggunakan tiga 

indikatator yaitu: 

Manajemen, Humas, 

dan Pelayanan Prima. 

Tujuannya adalah 

untuk memahami 

strategi komunikasi 

digital yang 

diterapkan, bentuk 

konten yang disajikan, 

serta efektivitas 

penggunaan Instagram 

sebagai media 

penyampaian 

informasi kepada 

masyarakat. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pengelolaan media sosial 

Instagram oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi 

Aceh dalam pelayanan 

informasi publik belum 

sepenuhnya optimal. Dari 

aspek manajemen dan 

kehumasan, perencanaan 

masih kurang dikenal 

masyarakat, meski 

pengorganisasian dan 

pengarahan sudah 

terstruktur. Pengendalian 

dilakukan dengan 

memisahkan tugas admin, 

namun respons terhadap 

aspirasi publik masih 

terbatas. Informasi 

layanan seperti jadwal 

keberangkatan telah 

disampaikan dengan baik 

dan akurat. Dari indikator 

pelayanan prima, 

perhatian terhadap 

komentar belum 

maksimal, namun 

Instagram tetap diminati, 

konten ditampilkan 

menarik melalui fitur 

reels, dan bahasa yang 

digunakan ramah. 

Kebijakan layanan seperti 

aplikasi SERUPA dan 

SiKOTAK BIRU telah 

diinformasikan sebagai 

bentuk tanggung jawab 

pelayanan. 

 

3 Sri Haryanti 

dan Effy 

Zalfiana 

Rusfian 

(JKAP/Jurnal 

Kebijakan Dan 

Administrasi 

Publik, 22(2), 

128-145.) 

Government 

Public Relations 

and Social 

Media: Bridging 

the Digital 

Divide on 

People with 

Social Welfare 

Problems (2018) 

Penelitian ini berfokus 

pada peran hubungan 

masyarakat pemerintah 

(government public 

relations) dalam 

memanfaatkan media 

sosial untuk 

menjembatani 

kesenjangan digital 

yang dialami oleh 

kelompok masyarakat 

dengan masalah 

kesejahteraan sosial. 

Menggunakan 

pendekatan kualitatif 

dengan studi kasus dan 

analisis deskriptif, 

penelitian ini 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

aspek sharing dan 

transparency telah 

diterapkan secara aktif 

melalui penyebaran 

informasi layanan sosial 

yang mudah diakses dan 

sesuai kebutuhan 

masyarakat. Namun, pada 

aspek openness, 

partisipasi publik masih 

rendah akibat 

keterbatasan literasi 

digital dan akses 

teknologi, sehingga 

interaksi dua arah belum 

optimal. Selanjutnya, 
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mengadopsi prinsip 

budaya STOC 

(Sharing, 

Transparency, 

Openness, 

Collaboration) dari 

Khan (2017) untuk 

menilai bagaimana 

komunikasi digital 

pemerintah dapat 

menjangkau kelompok 

rentan. 

collaboration 

menunjukkan adanya 

inisiatif kerja sama 

dengan komunitas dan 

lembaga sosial, tetapi 

kolaborasi tersebut belum 

terstruktur dan masih 

bersifat tidak konsisten. 

Penelitian 

merekomendasikan agar 

strategi komunikasi 

publik pemerintah lebih 

inklusif dengan 

meningkatkan literasi 

digital serta membangun 

kemitraan berkelanjutan 

untuk memperluas 

jangkauan layanan sosial 

secara digital. 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial telah 

dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah daerah sebagai sarana diseminasi 

informasi publik secara digital. Di KPU Kabupaten Jombang, media sosial 

digunakan untuk menyampaikan informasi pemilu secara aktif dan menarik, 

dengan konten yang relevan dan mudah diakses. Dinas Perhubungan Provinsi Aceh 

memanfaatkan Instagram untuk menyampaikan informasi layanan transportasi, 

meskipun interaksi dengan masyarakat masih terbatas dan perhatian terhadap 

komentar belum maksimal. Kemudian, studi lain menyoroti upaya pemerintah 

dalam menjangkau kelompok rentan sosial, dengan tantangan berupa rendahnya 

literasi digital dan belum terbangunnya pola kerja sama yang konsisten. Ketiga 

studi tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan media sosial oleh pemerintah 

daerah memerlukan strategi komunikasi digital yang terstruktur, dukungan sumber 

daya yang memadai, dan koordinasi internal yang kuat agar informasi publik dapat 

tersampaikan secara efektif. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi tersebut, terutama dalam hal 

fokus pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi publik 

oleh instansi pemerintah daerah. Seperti halnya di Jombang, Aceh, dan pada studi 

hubungan masyarakat pemerintah, penelitian ini juga menyoroti bagaimana media 

sosial digunakan untuk menjangkau masyarakat dan menyampaikan informasi 

secara digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan Social-Media-Based 
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Government (SMBG) berbasis konsep budaya STOC (Sharing, Transparancy, 

Opennes, Collaboration) oleh Gohar F. Khan (2017) untuk menganalisis 

diseminasi informasi publik melalui Instagram yang dilakukan oleh Diskominfotik 

Provinsi Lampung dalam mendorong keterlibatan warga negara. 

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal ruang lingkup dan pendekatan 

analisis. Penelitian ini secara khusus menelaah pola diseminasi informasi melalui 

akun Instagram milik Diskominfotik Provinsi Lampung, dengan menelusuri sejauh 

mana informasi yang disampaikan mampu menjangkau dan melibatkan 

masyarakat. Analisis dilakukan untuk melihat pada tahapan mana praktik 

diseminasi informasi berada, serta bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai 

ruang digital yang memungkinkan partisipasi warga dalam proses komunikasi 

pemerintahan.  

2.2 Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik (SIM-SP) 

Dalam mendukung kelancaran pengelolaan dan penyampaian informasi, 

keberadaan sistem yang mampu mengolah data secara terpadu menjadi sangat 

penting. Beberapa ahli telah mengemukakan pandangan mengenai Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) yang menunjukkan bagaimana sistem ini berperan 

dalam mendukung proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyediaan 

informasi yang relevan bagi publik. Sistem ini juga berkontribusi dalam 

mempercepat proses diseminasi informasi yang akurat dan mudah diakses oleh 

berbagai lapisan masyarakat. 

Menurut Wijoyo, dkk., (2021:20) Sistem informasi Manajemen merupakan 

kumpulan subsistem informasi yang saling terintegrasi dan tersusun secara logis, 

yang berfungsi mengolah data menjadi informasi melalui berbagai metode, dengan 

tujuan mendukung peningkatan produktivitas sesuai karakter dan gaya 

kepemimpinan manajer berdasarkan standar kualitas yang telah ditentukan. 

Menurut Laudon & Laudon dalam (Erwin, dkk., 2024:1) Sistem Informasi 

Manajemen merupakan perpaduan yang terintegrasi antara teknologi informasi, 

prosedur operasional, aktivitas bisnis, dan keterlibatan manusia, yang secara 

bersama-sama berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, serta 
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menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan organisasi.  

Menurut Tata Subatri dalam (Irawan dan Pujiyanto, 2023:16) Sistem Informasi 

Manajemen merupakan sistem dalam suatu organisasi yang mengintegrasikan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian dengan fungsi operasional yang bersifat 

manajerial, serta mendukung aktivitas strategis organisasi dalam rangka 

menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal tertentu.  

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi 

Manajemen merupakan sistem terintegrasi yang berfungsi mengolah data menjadi 

informasi yang mendukung proses manajerial, operasional, dan komunikasi 

organisasi, termasuk dalam penyampaian informasi kepada publik secara efektif. 

SIM tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan internal, tetapi juga dalam 

mempercepat diseminasi informasi yang relevan dan berkualitas kepada pihak 

eksternal.  Melihat bagaimana SIM berperan dalam pengelolaan informasi dan 

mendukung pengambilan keputusan, maka penerapannya dalam lingkup 

kelembagaan yang lebih luas menjadi semakin penting terutama di sektor publik. 

Sistem ini berpotensi mendorong efisiensi layanan, memperkuat transparansi, dan 

memastikan informasi dapat tersampaikan secara terbuka dan tepat kepada 

masyarakat. Namun, keberhasilan dari sistem informasi manajemen pada sektor 

publik sangat bergantung pada pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek 

teknologi, proses, dan sumber daya manusia (Rangkuti & Nasution, 2025). 

2.2.1 Komunikasi Kebijakan 

Keberhasilan dalam menerapkan suatu kebijakan sangat bergantung pada sejauh 

mana setiap individu yang bertanggung jawab memahami standar dan tujuan dari 

kebijakan tersebut (Yuwafik, dkk., 2022). Pemahaman terhadap standar dan tujuan 

kebijakan oleh pelaksana sangat penting agar implementasi berjalan sesuai arah 

yang diharapkan. Dalam hal ini, komunikasi kebijakan yang efektif menjadi sarana 

utama untuk menyampaikan maksud dan arah kebijakan secara jelas dan konsisten.  

Menurut Zaini dan Muksin (2024) Komunikasi kebijakan adalah proses 

penyampaian informasi yang berlangsung dalam lingkungan pemerintahan, yang 

berfungsi untuk mengomunikasikan pesan, program, serta ide-ide pemerintah 
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kepada masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan negara. Selanjutnya, 

Menurut Edward III dalam (Posangi, dkk., 2022), komunikasi kebijakan merupakan 

proses penyampaian kebijakan publik kepada organisasi publik dan para pemangku 

kepentingan, yang bertujuan untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan 

secara baik dan efektif melalui komunikasi yang jelas antara pelaksana program 

dan masyarakat. Edward III menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam dimensi 

komunikasi kebijakan, antara lain: transmisi, yaitu cara informasi disampaikan 

kepada publik, kejelasan (clarity) informasi yang disampaikan, dan konsisten 

penyampaian informasi itu sendiri. 

2.2.2 Diseminasi Informasi 

Kusumajanti, dkk., (2018) mengatakan bahwa diseminasi memiliki makna yang 

sepadan dengan penyebaran, yaitu proses penyampaian informasi kepada individu 

atau kelompok agar mereka dapat mengakses, memahami, menerima, dan 

memanfaatkan informasi tersebut. Selanjutnya, Azizah (dalam Fatkhah, dkk., 2020) 

menjelaskan bahwa diseminasi informasi merupakan aktivitas yang dirancang 

secara sistematis untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat yang 

memerlukan informasi. Sejalan dengan hal tersebut, Siahaan, dkk., (2021) 

mengatakan diseminasi informasi adalah tindakan penyebran informasi serta 

inovasi yang dilakukan kepada khalayak.  

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa diseminasi informasi adalah suatu proses 

penyebaran informasi yang dilakukan secara terencana dan ditujukan kepada 

individu atau kelompok masyarakat agar mereka memperoleh, memahami, dan 

memanfaatkan informasi tersebut. Proses ini tidak hanya mencakup penyampaian 

pesan, tetapi juga mendorong kesadaran dan penerimaan informasi oleh khalayak 

secara luas. 

2.3 Tata Kelola Media Sosial 

Saat ini, tata kelola media sosial menjadi elemen penting untuk memastikan 

informasi yang disebarkan melalui platform digital dapat diterima dan 

dimanfaatkan secara optimal. Konsep mengenai tata kelola media sosial telah 

diperkenalkan oleh Anne Linke dan Ansgar Zerfass (2013), yang menyatakan ada 

dua pemahaman mengenai tata kelola media sosial (social media governance), yaitu 
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tata kelola yang berfokus hanya pada kebijakan media sosial dan pemahaman tata 

kelola yang lebih luas berasarkan kerangka regulasi.  

1. Tata Kelola Media Sosial Berdasarkan Pedoman  

  Pedoman media sosial, juga dikenal sebagai kebijakan blog atau pedoman 

jejaring yang berfungsi menjelaskan dan memberikan saran tentang bagaimana 

komunikasi media sosial harus ditangani oleh seluruh anggota organisasi dan 

bagaimana pedoman tersebut dapat memungkinkan mereka semua menjadi 

komunikator dalam lingkungan daring yang partisipatif.  

2. Tata Kelola Media Sosial Berdasarkan Kerangka Regulasi yang Lebih Luas  

 Disini, tata kelola media sosial tidak cukup jika hanya dengan aturan, diperlukan 

kerangka kerja menyeluruh seperti dalam teori tata kelola perusahaan. 

Penggunaan media sosial secara strategis membutuhkan sumber daya seperti 

karyawan terlatih, teknologi informasi, anggaran, serta budaya dan struktur 

organisasi yang mendukung. Hal ini mencakup penugasan tanggung jawab, 

pemantauan, umpan balik, dan rutinitas editorial.  

Dua pemahaman tata kelola media sosial oleh Anne Linke dan Ansgar Zerfass 

(2013), menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi digital tidak cukup hanya 

mengandalkan aturan formal. Efektivitasnya bergantung pada struktur organisasi 

yang jelas, budaya kerja terbuka, dan keterampilan digital karyawan. Ketika media 

sosial terintegrasi dalam strategi komunikasi dan manajemen talenta, organisasi 

dapat merespons dinamika digital secara adaptif dan bertanggung jawab, 

menjadikannya peluang untuk memperkuat citra dan daya saing. 

Selanjutnya, Gohar F. Khan (2017) menyatakan bahwa tata kelola media sosial 

pemerintahan bukan sekadar aktivitas digital seperti mengunggah postingan, 

memberi tanda suka, atau membagikan konten. Namun, seharusnya tata kelola 

media sosial ini mengedepankan nilai-nilai berbagi, transparansi, keterbukaan, dan 

kolaborasi sebagai bagian dari budaya pemerintahan digital. Pendekatan ini dikenal 

sebagai Social-Media-Based Government (SMBG), yang menjadi landasan dalam 

menganalisis praktik diseminasi informasi melalui Instagram oleh Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung.  

SMBG menekankan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi 
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bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis prinsip budaya STOC, 

yaitu Sharing (S), Transparency (T), Openness (O), dan Collaboration (C). Dalam 

konteks diseminasi informasi publik, prinsip-prinsip STOC menjadi penting karena 

memungkinkan penyampaian informasi yang lebih terarah, membangun 

kepercayaan publik, serta membuka ruang partisipasi dan kolaborasi antara 

pemerintah dan masyarakat. 

1. Berbagi (Sharing)  

Berbagi merupakan tahap awal dalam pemanfaatan media sosial oleh 

pemerintah, di mana fokus utamanya adalah menyampaikan informasi kepada 

publik secara luas dan cepat. Pemerintah memanfaatkan beragam media digital 

seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan blog untuk menyebarkan berita, 

kebijakan, agenda publik, serta data layanan. Tujuan dari berbagi ini adalah 

meningkatkan aksesibilitas informasi, memperluas jangkauan komunikasi, dan 

membangun kesadaran masyarakat terhadap program-program pemerintah. 

Meskipun bersifat satu arah, tahap ini penting sebagai fondasi keterlibatan 

digital antara pemerintah dan warga.  

2. Transparansi (Transparency)   

Transparansi menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam proses 

pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan kebijakan. 

Melalui media sosial dan teknologi digital, pemerintah dapat menunjukkan 

akuntabilitasnya dengan mempublikasikan data kinerja, laporan keuangan, dan 

proses legislatif secara real-time. Transparansi ini bertujuan untuk membangun 

kepercayaan publik, mengurangi potensi korupsi, dan memperkuat legitimasi 

institusi pemerintah. Ketika warga dapat melihat dan memahami bagaimana 

keputusan dibuat, mereka cenderung lebih percaya dan mendukung kebijakan 

yang diambil.  

3. Keterbukaan (Openness)  

Keterbukaan berarti pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, 

melainkan juga memberi kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi 

melalui masukan, kritik, dan saran. Dalam konteks ini, media sosial menjadi 

wadah dialog yang memungkinkan warga menyuarakan pendapat mereka 

secara langsung kepada pengambil kebijakan. Pemerintah yang terbuka akan 
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lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menyesuaikan 

kebijakan berdasarkan aspirasi publik.  

4. Kolaborasi (Collaboration)   

Kolaborasi adalah tahap paling maju dalam kerangka STOC, di mana terjalin 

kemitraan antara pemerintah, lembaga publik, sektor swasta, dan masyarakat, 

yang bertujuan membangun kerja sama dalam menjalankan fungsi Media sosial 

berperan sebagai jembatan kolaboratif yang memungkinkan pertukaran ide, 

pelaporan masalah, dan pengembangan inovasi bersama yang bertujuan untuk 

membangun kerja sama dalam menjalankan fungsi partisipatif melalui platform 

digital (Khan, 2017). 

Sejalan dengan hal tersebut, Ardiato (2023) menyatakan bahwa tata kelola media 

sosial dikatakan efektif jika tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, 

tetapi juga mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Media sosial 

seharusnya menjadi alat strategis untuk membangun kepercayaan melalui 

keterbukaan data dan pelaporan kinerja yang mudah diakses. Dengan pendekatan 

partisipatif serta adanya mekanisme umpan balik dan pelibatan masyarakat, media 

sosial dapat berfungsi sebagai alat pengawasan sosial. Oleh karena itu, tata kelola 

yang baik mencerminkan bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga komitmen 

terhadap prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan responsivitas. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh 

Gohar F. Khan (2017) melalui konsep Social-Media-Based Government (SMBG) 

dengan prinsip STOC (Sharing, Transparency, Openness, Collaboration) sebagai 

kerangka analisis diseminasi informasi oleh Diskominfotik Provinsi Lampung. 

Model ini dipandang relevan karena menekankan bagaimana pemerintah daerah 

menyebarkan informasi secara luas, transparan, terbuka, dan konsisten melalui 

media sosial. Dengan fokus pada diseminasi informasi, STOC memberikan 

landasan yang jelas untuk menilai sejauh mana akun resmi Diskominfotik mampu 

menyampaikan informasi publik secara efektif dan dapat diakses oleh masyarakat. 

Di Indonesia, sejumlah platform media sosial menjadi pilihan utama masyarakat, 

terbukti dari tingginya jumlah pengguna. Berdasarkan laporan Digital 2024: 
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Indonesia yang dirilis oleh We Are Social, platform-platform yang paling banyak 

digunakan antara lain: 

1. YouTube  

       YouTube merupakan salah satu media sosial yang digunakan untuk menonton 

video, membagikan video, ataupun mengupload video dengan maksimal durasi 

12 jam per video. Saat ini youtube termasuk salah satu media internet paling 

terpopuler di kalangan semua umur, serta penggunanya juga tersebar luas di 

seluruh dunia (Reynata, 2022). Semenjak peristiwa Covid-19, Youtube sering 

digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Bahkan, sekarang ini 

Youtube juga sering digunakan untuk memenuhi hiburan lain, seperti podcast, 

vlog, bahkan siaran Tv pun sudah ditayangkan di Youtube.  

2. TikTok  

 Hampir sama dengan Youtube, Tiktok juga merupakan media sosial yang 

didalamnya menampilkan sajian konten berupa informasi, life style, ataupun 

edukasi berbasis video, namun dengan durasi yang lebih pendek yaitu 

maksimal 10 menit per video. TikTok pertama kali diluncurkan di China pada 

tahun 2016 dengan nama Douyin, lalu diperkenalkan secara global pada tahun 

2017 sebagai TikTok, setelah bergabung dengan aplikasi lip sync populer, yaitu 

Musical.ly (Firamadhina dan Krisnani, 2021).  

3. Facebook  

 Facebook merupakan platform media sosial yang didirikan pada tahun 2004 

oleh Mark Zuckerberg bersama sejumlah rekan mahasiswanya. Awalnya, 

ayanan ini hanya terbatas untuk mahasiswa Harvard, lalu diperluas ke 

universitas lain seperti Boston, Ivy League, dan Stanford, sebelum akhirnya 

terbuka bagi mahasiswa dari berbagai universitas lainnya (Amiman, dkk., 

2022). Kini, Facebook dapat diakses oleh semua kalangan dan dimanfaatkan 

untuk berkomunikasi, berbagi informasi, membangun jejaring, serta 

mendukung bisnis dan edukasi. 

4. Instagram  

 Instagram merupakan media sosial yang didalamnya pengguna dapat 

membagikan foto ataupun video kepada pengikut (followers), baik dalam 

bentuk postingan (feeds) maupun cerita (story). Foto ataupun video yang 
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dibagikan bisa memuat informasi mengenai kegiatan sehari-hari, edukasi, 

berita, ataupun kegiatan yang dilakukan pemerintah. Saat ini, Instagram terus 

mengupdate berbagai fitur-fitur menarik supaya pengalaman pengguna 

semakin interaktif dan kreatif. Seperti fitur kolaborasi pengguna yang 

memungkinkan dua atau lebih akun untuk berbagi satu konten secara 

bersamaan, dan juga fitur Reels untuk video pendek yang menghibur, semua 

pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan 

memperluas jangkauan informasi secara instan. 

5. X (Twitter)  

 X, yang sebelumnya Twitter, merupakan media sosial berbasis mikroblog yang 

memungkinkan pengguna untuk membagikan pemikiran, opini, atau informasi 

secara singkat dan cepat. Seiring perkembangannya, X tidak hanya digunakan 

untuk menulis teks, tetapi juga mendukung berbagai format konten seperti 

gambar, video, GIF, dan siaran langsung melalui fitur Spaces dan Live. 

Platform ini juga dikenal dengan sistem hastag dan trending topics, yang 

memudahkan pengguna mengikuti isu-isu terkini secara real-time. 

Peneliti memilih Instagram sebagai fokus analisis karena platform ini menempati 

posisi strategis dalam ekosistem media sosial di Indonesia, dengan jumlah 

pengguna yang sangat besar dan tingkat keterlibatan yang tinggi. Berbeda dengan 

platform lain, Instagram memiliki karakter visual yang kuat melalui fitur unggahan 

foto, video, story, dan reels, sehingga sangat efektif digunakan untuk diseminasi 

informasi publik secara cepat, menarik, dan mudah diakses. Selain itu, Instagram 

juga memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat melalui 

komentar, likes, maupun fitur kolaborasi, sehingga dapat menjadi indikator yang 

jelas untuk mengukur partisipasi warga negara (engagement). Dengan karakteristik 

tersebut, Instagram dipandang paling relevan untuk menilai sejauh mana 

Diskominfotik Provinsi Lampung memanfaatkan media sosial dalam mencapai 

tujuan diseminasi informasi publik. 

2.4 Kerangka Pikir 

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis diseminasi informasi publik melalui 

Instagram oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) 
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Provinsi Lampung dengan menggunakan pendekatan Social-Media-Based 

Government (SMBG) dari Gohar F. Khan (2017). Analisis dilakukan melalui 

prinsip STOC (Sharing, Transparency, Openness, Collaboration) yang 

menekankan bahwa media sosial merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan 

modern. 

Prinsip sharing atau berbagi digunakan untuk melihat bagaimana Diskominfotik 

menyebarkan informasi publik secara konsisten dan relevan kepada masyarakat, 

baik berupa berita, agenda kegiatan, maupun layanan pemerintah. Prinsip 

transparency atau transparansi menilai sejauh mana keterbukaan informasi 

dijalankan, misalnya dalam penyampaian kebijakan, laporan program kerja, dan 

aktivitas pemerintahan yang dipublikasikan secara terbuka. Prinsip openness atau 

keterbukaan menekankan ruang partisipasi publik yang dibuka melalui interaksi 

digital, seperti komentar, polling, atau diskusi daring yang memungkinkan 

masyarakat memberikan masukan. Sedangkan prinsip collaboration atau 

kolaborasi menilai bentuk kerja sama antar-OPD, komunitas, dan masyarakat dalam 

memperluas penyebaran informasi melalui kampanye digital bersama. 

Dengan kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menilai bagaimana diseminasi 

informasi publik melalui Instagram tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang 

transparan, terbuka, kolaboratif, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah. 
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Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi publik yang cepat, 

transparan, dan berbasis digital. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

3. Perda No. 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik 

4. Pergub Lampung Nomor 59 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja 

Perangkat Daerah Provinsi Lampung   

 

Diseminasi Informasi Publik Melalui Instagram oleh Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung  

Informasi publik tersampaikan cepat, luas, dan tepat sasaran melalui Instagram 

yang terkelola sistematis, sehingga mendorong keterlibatan warga dan 

memperkuat komunikasi pemerintahan digital. 

Pemerintahan berbasis media sosial (Social-Media-Based 

Government /SMBG) oleh Gohar F. Khan (2017), dengan 

prinsip budaya STOC: 

1. Berbagi (Sharing) 

2. Transparansi (Transparancy) 

3. Keterbukaan (Opennes) 

4. Kolabaorasi (Collaboration) 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

Renstra Diskominfotik Provinsi Lampung 2025–2029:  

Dalam Sub Bab 2.1.4 disebutkan bahwa media sosial menjadi media untuk 

menyebarkan informasi kepada masyarakat umum secara luas 



 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena sebagaimana dijelaskan Creswell (2014), 

penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang prilaku, 

pandangan, dan pengalaman manusia serta bagaimana faktor sosial dan budaya 

membentuk hal-hal tersebut (Hasan, 2025:4). Sementara itu, tipe deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik fenomena yang diteliti 

sesuai dengan fokus masalah yang diangkat. Penelitian ini lebih menekankan pada 

proses pengumpulan dan pemahaman data daripada pencapaian hasil akhir, dengan 

teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang memungkinkan 

peneliti memperoleh gambaran menyeluruh dan kontekstual dari objek yang 

diteliti. 

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan 

untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan diseminasi informasi 

melalui Instagram oleh instansi pemerintah, khususnya Diskominfotik Provinsi 

Lampung dalam meningkatkan informasi publik. Melalui pendekatan ini, peneliti 

dapat menelusuri makna, strategi, dan konteks komunikasi yang digunakan dalam 

pengelolaan akun-akun tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena 

meningkatnya penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah sebagai sarana 

informasi publik yang lebih terbuka dan interaktif. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis praktik diseminasi informasi melalui 

akun Instagram oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 

(Diskominfotik) Provinsi Lampung dengan menggunakan Pendekatan Social-

Media-Based Government (SMBG) dengan konsep budaya digital STOC yang 

dikembangkan oleh Gohar F. Khan (2017). Pendekatan ini memandang media 

sosial sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan modern yang 

menekankan nilai-nilai partisipatif dan kolaboratif. Konsep STOC terdiri dari 

empat prinsip utama yaitu: 

a. Sharing atau berbagi merujuk pada praktik Diskominfotik Provinsi Lampung 

dalam menyampaikan informasi publik secara aktif dan konsisten kepada 

masyarakat. Dalam konteks ini, Diskominfotik Provinsi Lampung 

menggunakan Instagram untuk membagikan informasi terkait program kerja, 

layanan publik, dan agenda pemerintahan, sehingga masyarakat dapat 

mengakses informasi secara cepat dan luas. 

b. Transparency atau transparansi, mengacu pada keterbukaan oleh 

Diskominfotik Provinsi Lampung dalam menyampaikan informasi yang 

bersifat strategis dan akuntabel, seperti laporan kinerja, penggunaan anggaran, 

dan kebijakan daerah. Transparansi menjadi penting dalam membangun 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. 

c. Openness atau keterbukaan, mencerminkan sejauh mana Diskominfotik 

Provinsi Lampung menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam 

proses komunikasi digital. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, 

maupun pertanyaan, yang menunjukkan adanya dialog dua arah antara 

pemerintah dan publik. 

d. Collaboration atau kolaborasi, menunjukkan kerja sama antara Diskominfotik 

Provinsi Lampung dengan berbagai aktor, seperti instansi lain, komunitas, dan 

masyarakat umum, dalam penyebaran informasi. Kolaborasi ini dapat 

berbentuk kampanye bersama, siaran langsung, atau promosi konten lintas 

lembaga, yang bertujuan untuk membangun kerja sama dalam menjalankan 

fungsi partisipatif melalui platform digital. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 

(Diskominfotik) Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 

69, Talang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 

Lokasi ini dipilih karena Diskominfotik merupakan perangkat daerah yang 

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan diseminasi informasi publik 

melalui media sosial resmi pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan 

komunikasi digital kepada masyarakat.  

Selain dilakukan secara fisik di instansi tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan 

lokus virtual melalui observasi terhadap empat akun Instagram resmi yang dikelola 

oleh Diskominfotik Provinsi Lampung, yaitu @diskominfotik.lampung, 

@lampungprovgoid, @siardata.lampung, dan @humas.lampung. Observasi pada 

media digital ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis pola penyebaran 

informasi, karakteristik konten, serta tingkat keterlibatan audiens (engagement) 

secara lebih dinamis dan berkelanjutan. Dengan mengombinasikan lokasi fisik dan 

virtual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai praktik diseminasi informasi publik dalam kerangka 

komunikasi pemerintahan berbasis media sosial. 

3.4 Jenis Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kegiatan 

lapangan berupa proses wawancara dan hasil observasi. Wawancara dilakukan 

dengan sejumlah informan yang dipilih secara sengaja menggunakan metode 

purposive sampling. Teknik ini menekankan pemilihan informan berdasarkan 

karakteristik tertentu yang sesuai dengan fokus dan sasaran penelitian (Muksin, 

dkk., 2024:46). Informan ditentukan karena memiliki pengetahuan dan pengalaman 

langsung dalam praktik diseminasi informasi publik melalui media sosial di 

lingkungan Diskominfotik Provinsi Lampung. Adapun kegiatan observasi 

dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas diseminasi informasi melalui akun 

Instagram oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung. 
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3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang 

relevan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi arsip internal 

Diskominfotik seperti laporan aktivitas media sosial, SOP Diseminasi Informasi, 

dokumentasi konten Instagram, serta data lain yang mendukung analisis praktik 

diseminasi informasi publik. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat 

temuan dari hasil wawancara dan observasi lapangan, khususnya dalam memahami 

strategi penyampaian informasi, pola komunikasi, dan efektivitas media sosial 

dalam menjangkau masyarakat. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif 

karena menentukan kualitas informasi yang diperoleh. Dalam proses ini, peneliti 

terlibat langsung di lapangan sebagai instrumen kunci untuk menggali data secara 

mendalam. Teknik yang digunakan meliputi observasi terhadap aktivitas 

diseminasi informasi melalui media sosial, wawancara dengan informan yang 

relevan, serta dokumentasi terhadap arsip dan laporan yang mendukung fokus 

penelitian. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh 

gambaran yang utuh mengenai praktik diseminasi informasi publik melalui 

Instagram oleh instansi pemerintah. 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara terencana 

dan sistematis dengan cara mengamati serta mencatat fenomena yang diteliti 

(Abdussamad, 2021:147). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan 

mengamati langsung aktivitas diseminasi informasi melalui akun Instagram oleh 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung. Fokus 

pengamatan mencakup alur kerja tim media sosial, proses produksi konten, serta 

pola komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi publik kepada 

masyarakat. 
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3.5.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu instrumen dalam pengumpulan data yang 

memungkinkan peneliti menggali data secara langsung, baik secara fisik maupun 

virtual (Ratnaningtyas, 2023:36). Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara 

peneliti dan responden dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan yang 

fleksibel sehingga memungkinkan eksplorasi lebih lanjut (Muksin, dkk., 2024:48). 

Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam 

dan terbuka. 

Wawancara dilakukan terhadap pengelola akun atau admin Instagram 

Diskominfotik Provinsi Lampung untuk menggali pengalaman, strategi, dan 

pandangan mereka dalam mendiseminasikan informasi publik melalui media 

sosial. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Kepala Bidang Pengelolaan 

dan Layanan Informasi Publik (PLIP) sebagai pihak yang membawahi tim media 

sosial. Informan ini berperan penting dalam memberikan perspektif kebijakan, 

arahan strategis, serta pengambilan keputusan terkait penyampaian informasi 

publik melalui platform digital. Informan eksternal dalam penelitian ini mencakup 

dua orang perwakilan warga internet (internet citizen/netizen) yang secara aktif 

mengikuti akun Instagram Diskominfotik. Kehadiran informan dari kalangan 

pengguna media sosial ini bertujuan untuk memperoleh perspektif publik mengenai 

efektivitas diseminasi informasi, kualitas interaksi akun dengan masyarakat, serta 

tingkat kepercayaan dan partisipasi terhadap konten yang disajikan. 

Dengan kombinasi informan internal (admin dan pejabat struktural) serta eksternal 

(pengguna aktif), wawancara ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif dan mendalam mengenai praktik diseminasi informasi publik 

melalui Instagram oleh Diskominfotik Provinsi Lampung.  

Tabel 4. Informan Penelitian 

No Informan Informasi yang didapat 

1 Zainal Mutaqim, S.IP, M.M. 

(Kepala Bidang Pengelolaan 

Layanan dan Informasi Publik atau 

PLIP Diskominfotik Provinsi 

Lampung) 

Memberikan gambaran strategis mengenai arah 

diseminasi informasi publik digital, penerapan 

prinsip STOC dalam diseminasi informasi, 

serta dukungan terhadap kolaborasi antar-OPD 

melalui media sosial khususnya Instagram. 
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2 Barly Yusdha, A.Md. 

(Admin akun Instagram 

@diskominfotik.lampung) 

Menjelaskan strategi penyajian informasi 

umum lintas sektor, pengelolaan konten 

kolaboratif antar-OPD, serta pendekatan 

komunikasi yang mendukung keterbukaan dan 

partisipasi publik. 

3 Cecillia Inezta Damayanti, S.Pd. 

(Admin akun Instagram Instagram 

@lampungrovgoid) 

Menguraikan praktik diseminasi informasi 

kegiatan resmi pemerintah, dokumentasi 

program kerja, dan penyajian konten yang 

aktual dan transparan terkait aktivitas pimpinan 

daerah. 

 

4 Yogi Purnomo Putra, S.Kom. 

(Admin akun Instagram Instagram 

@siardata.lampung) 

Menyampaikan strategi penyajian informasi 

berbasis data dan statistik pembangunan dalam 

bentuk infografis yang mudah dipahami, 

mendukung transparansi dan literasi publik. 

 

5 Mohammad Afief Esyarito S.Sos. 

(Admin akun Instagram 

@humas.lampung) 

Menggambarkan pendekatan visual dalam 

diseminasi informasi umum melalui konten 

berbentuk reels, serta upaya menjangkau 

audiens aktif dengan gaya penyajian yang 

dinamis dan interaktif. 

6 Dua orang perwakilan Warga 

Internet (Internet Citizen/Netizen) 

yang mengikuti keseluruhan akun 

Instagram Diskominfotik  

Memberikan perspektif publik terkait kualitas 

konten, kemudahan akses informasi, 

keterlibatan audiens, serta efektivitas 

penyampaian informasi publik melalui 

berbagai format dan gaya penyajian akun. 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bentuk pencatatan atas kejadian yang telah berlangsung, 

yang dapat disajikan melalui tulisan, visual, atau karya bernilai dari seseorang 

(Abdussamad, 2017:147). Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan 

untuk menelusuri jejak praktik diseminasi informasi publik melalui media sosial 

Instagram oleh Diskominfotik Provinsi Lampung. Dokumen yang dikumpulkan 

meliputi arsip unggahan konten Instagram, jadwal publikasi informasi, pedoman 

kerja tim media sosial, serta dokumen pendukung lain yang menunjukkan strategi 

penyampaian informasi, bentuk konten, dan pola komunikasi digital yang 

diterapkan. Data dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat hasil observasi dan 

wawancara, serta memberikan bukti konkret mengenai pelaksanaan diseminasi 

informasi publik secara digital. 
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Tabel 5. Dokumen Penelitian 

No Dokumen Informasi yang didapat 

 

 1 Rencana Strategis (Renstra) 

Diskominfotik Provinsi 

Lampung Periode 2025-

2029 

Dokumen ini digunakan untuk memahami arah 

kebijakan diseminasi informasi publik. Hasil telaah 

menunjukkan bahwa media sosial ditetapkan sebagai 

instrumen utama penyebaran informasi digital yang 

terbuka dan mudah diakses, termasuk melalui 

Instagram resmi pemerintah daerah. 

 

2 Jadwal perencanaan konten 

media sosial  

Pernah terdapat perencanaan konten yang digunakan 

sebagai pedoman publikasi, namun tidak berlangsung 

secara berkelanjutan dan hanya diterapkan dalam 

periode tertentu. Saat ini, perencanaan konten bersifat 

fleksibel dan menyesuaikan agenda kegiatan instansi. 

 

3 Arsip unggahan akun 

Instagram Diskominfotik 

Provinsi Lampung 

(@diskominfotik.lampung, 

@humas.lampung, 

@siardata.lampung, 

@lampungprovgoid) 

Data diperoleh dari arsip unggahan berupa 

dokumentasi konten visual (foto, infografis, dan reels) 

yang dipublikasikan di Instagram. Namun, data yang 

tersedia hanya mencakup isi unggahan tanpa 

informasi interaksi seperti likes, komentar, share, 

maupun repost, sehingga analisis difokuskan pada 

konten dan pola penyajian informasi. 

 

4 Konten visual (gambar, 

infografis, reels) yang 

diunggah di akun Instagram 

@diskominfotik.lampung, 

@humas.lampung, 

@siardata.lampung, dan 

@lampungprovgoid. 

 

Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap 

unggahan Instagram satu per satu. Hasil observasi 

digunakan untuk menganalisis jenis konten, frekuensi 

unggahan, pola kolaborasi, serta gaya penyajian 

informasi publik dalam diseminasi informasi 

pemerintah daerah. 

5 Pedoman/SOP diseminasi 

informasi publik 

Dokumen ini digunakan untuk mengetahui standar 

prosedur pelaksanaan diseminasi informasi publik. 

Hasil temuan menunjukkan bahwa SOP telah memuat 

alur prosedur diseminasi informasi, mulai dari proses 

perencanaan, kurasi konten, persetujuan, hingga 

publikasi, yang menjadi acuan dalam pengelolaan 

konten media sosial pemerintah daerah. 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Heeringa et al. (2017), Analisis data merupakan proses sistematis untuk 

menyusun dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, serta unit deskriptif 

dasar, sehingga hasilnya dapat dipahami dengan jelas oleh peneliti maupun pihak 

lain. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang 

mencakup tiga tahapan utama, yaitu: 
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1. Kondensasi Data (Data Condensation)  

Kondensasi data merupakan tahapan yang melibatkan seleksi, peringkasan, 

dan penataan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti transkrip 

wawancara, observasi, dan dokumen. Dalam penelitian ini, data yang 

dikondensasi difokuskan pada praktik diseminasi informasi publik melalui 

Instagram, termasuk pola interaksi dalam pemerintahan berbasis media 

sosial (Social-Media-Based Government /SMBG). 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah dikondensasi, data diatur dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks 

agar pola hubungan antar informasi menjadi lebih jelas. Penyajian tersebut 

bertujuan untuk menggambarkan hasil analisis mengenai penyebaran 

informasi secara sistematis, seperti jumlah unggahan, jenis materi, metode 

komunikasi, dan respons audiens. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)  

Kesimpulan dirumuskan berdasarkan pola dan kecenderungan yang muncul 

dari data, seperti efektivitas strategi diseminasi, penerapan prinsip 

transparansi dan kolaborasi, serta respon publik terhadap konten yang 

disajikan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh 

pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai praktik diseminasi 

informasi publik melalui media sosial pemerintah daerah. 

Melalui penerapan model ini, peneliti bertujuan untuk menyusun analisis yang 

sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan relevan dengan teori 

serta arah penelitian terkait diseminasi informasi publik berbasis digital. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam pendekatan kualitatif, keabsahan data dipandang sebagai bentuk kesetaraan 

dengan validitas dan reliabilitas, namun dirumuskan sesuai dengan prinsip dan 

logika keilmuan yang dianut. Untuk menjamin keabsahan, diperlukan penerapan 

teknik verifikasi yang didasarkan pada kriteria yang relevan dengan konteks dan 

tujuan penelitian. Empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data 

meliputi, derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) (Rukajat, 2018:7). 



32 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji 

keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau pendekatan lain sebagai alat 

pembanding terhadap data yang diperoleh. Menurut Moloeng (2016) terdapat 

empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi 

penyidik, dan triangulasi teori (Saleh, 2017:199). Dalam penelitian ini digunakan 

dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi 

metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil data yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat memastikan konsistensi 

dan keakuratan informasi. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan 

melibatkan berbagai informan yang berbeda, seperti pengelola akun (admin) 

Instagram Diskominfotik, pejabat struktural di instansi terkait, serta pengikut aktif 

(followers) akun Instagram yang dikelola Diskominfotik, sehingga data yang 

diperoleh lebih beragam dan objektif. 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Diseminasi informasi publik melalui media sosial Instagram oleh Diskominfotik 

Provinsi Lampung dalam kerangka Social-Media-Based Government (SMBG) 

secara umum telah berjalan dengan baik pada aspek sharing dan transparency, 

namun masih belum optimal pada aspek openness dan collaboration. Aktivitas 

penyebaran informasi telah berlangsung aktif dan terstruktur serta didukung oleh 

penyajian informasi yang relatif transparan. Sementara itu, aspek collaboration 

telah terlihat melalui koordinasi dengan OPD, media lokal, komunitas digital, dan 

akun pemerintah lainnya dalam memperluas distribusi informasi, tetapi masih 

terbatas pada tingkat operasional dan belum didukung oleh mekanisme formal 

maupun perencanaan bersama yang terintegrasi. Adapun aspek openness masih 

menunjukkan keterbatasan, terutama pada respons yang belum konsisten dan 

komunikasi yang belum sepenuhnya partisipatif. 

Dalam konteks perbandingan praktik diseminasi informasi tersebut, akun 

@humas.lampung dapat dinilai sebagai akun yang paling sesuai dengan konsep 

SMBG, karena paling mampu mengintegrasikan penyebaran informasi, 

keterbukaan komunikasi, dan keterlibatan publik. Hal ini terlihat dari 

kemampuannya dalam membangun interaksi dua arah melalui respons yang lebih 

aktif, serta menghasilkan tingkat engagement yang tinggi, terutama melalui konten 

yang menarik seperti format reels. Selain itu, akun ini juga menunjukkan peran 

yang lebih aktif dalam inisiatif kolaborasi, sehingga tidak hanya menyebarkan 

informasi, tetapi juga mendorong keterlibatan publik secara lebih luas. 
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Penelitian ini terbatas pada analisis diseminasi informasi publik melalui media 

sosial Instagram yang dikelola oleh Diskominfotik Provinsi Lampung sepanjang 

tahun 2025, sehingga belum mencakup penggunaan platform media sosial lainnya 

maupun bentuk penyebaran informasi di luar Instagram. Selain itu, penelitian ini 

belum menggambarkan perkembangan strategi diseminasi informasi secara jangka 

panjang atau perbandingan antar periode. Penggunaan kerangka Social-Media-

Based Government (SMBG) membantu menganalisis aspek sharing, transparency, 

openness, dan collaboration, namun belum sepenuhnya mampu menangkap seluruh 

dinamika pengelolaan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan variasi 

platform dan strategi komunikasi yang lebih luas. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai diseminasi informasi publik melalui media 

sosial Instagram oleh Diskominfotik Provinsi Lampung, terdapat beberapa saran 

yang dapat diberikan sebagai upaya perbaikan ke depan: 

1. Peningkatan aspek openness (keterbukaan) perlu dilakukan melalui 

konsistensi dalam merespons pertanyaan, komentar, dan aspirasi 

masyarakat pada media sosial. Selain itu, Diskominfotik Provinsi Lampung 

perlu lebih aktif menginformasikan berbagai kanal komunikasi dan 

pengaduan yang tersedia, seperti aplikasi Lampung.In, sehingga masyarakat 

memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyampaian 

aspirasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan.  

2. Penguatan aspek collaboration (kolaborasi) perlu dilakukan melalui 

penyusunan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dalam penyebaran 

informasi publik melalui media sosial. Meskipun kolaborasi telah dilakukan 

melalui collab posting dan koordinasi antar akun, ke depan diperlukan 

pedoman atau pola kerja yang lebih jelas agar sinergi antar OPD, media 

lokal, dan pihak terkait dapat berjalan lebih terarah, konsisten, dan 

mendukung efektivitas diseminasi informasi publik secara berkelanjutan. 
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